BAB  V

HUKUM  PERIKATAN

A. Ketentuan-Ketentuan Umum

Istilah perikatan merupakan salah satu terjemahan dari istilah verbintenis yang terdapat dalam BW dan istilah ini merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kepustakan hukum Indonesia, walaupun Pasal 1313 BW menggunakan istilah “persetujuan”.  Pasal 1313 BW ini memberikan definisi mengenai persetujuan yaitu sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.    Aturan hukum perikatan secara umum diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW dan beberapa bagian dalam Buku I dan II BW, namun aturan umum ini menjadi tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain secara khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beberapa aturan dalam KUHD serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.  Hal tersebut sesuai dengan asas “Lex Specialis derogat legi generali”.   Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perikatan juga dapat berupa berbagai macam perjanjian (perjanjian tak bernama/onbenoemde contrcten) selain dari perjanjian yang telah ditentukan dalam Buku III BW (perjanjian bernama/benoemde contracten) asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dengan demikian buku III BW Tentang Hukum Perikatan dapat dikatakan bersifat terbuka dan mengatur (aanvullenrecht) artinya dapat dikesampingkan apabila kepentingan hukum masyarakat menghendakinya dengan syarat-syarat tersebut diatas.

Definisi perikatan tidak dirumuskan dalam undang-undang termasuk dalam BW sendiri, tapi sedemikian rupa definisi tersebut dirumuskan dalam ilmu pengetahuan hukum.  Beberapa ahli hukum menyimpulkan definisi perikatan yaitu sebagai hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) wajib  memenuhi prestasi tersebut.
   Berdasarkan rumusan perikatan tersebut di atas, terdapat  4 (empat) unsur perikatan yaitu :

1. Hubungan hukum

2. Kekayaan

3. Pihak-pihak

4. Prestasi

Hubungan hukum artinya hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perikatan tersebut.  Kekayaan maksudnya kriteria-kriteria yang dipergunakan sehingga suatu hubungan itu disebut perikatan.  Biasanya hubungan hukum dikatakan perikatan apabila dapat dinilai dengan uang, namun saat ini sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan diberi akibat hukum, maka hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai perikatan.  Pihak-pihak dalam suatu perikatan disebut juga subjek perikatan yang terdiri dari kreditur (yang berpiutang) dan debitur (yang berutang).  Debitur harus selalu diketahui karena seseorang tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak dikenal, sedangkan kreditur tidak harus selalu diketahui.  Penggatian debitur harus diketahui atau atas persetujuan kreditur sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak.  Penggantian kreditur dapat terjadi dengan suatu akta yaitu akta cessie atau dengan bentuk yang lebih mudah dengan cara kreditur membuat suatu pengakuan utang (schuldbekentenis), pengakuan utang ini dapat berupa pengakuan utang atas tunjuk/ aan order atau atas bawa/ aan toender.  Pengakuan utang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan endossement  yaitu penyerahan dari tangan ke tangan dan di bagian belakang surat tersebut dibuat keterangan tentang penyerahan serta tandatangan pihak yang menyerahkan.  Pengakuan utang atas bawa terjadi dengan penyerahan surat semata-mata, misalnya cheque, namun sekarang dalam penyerahan cheque pun selalu dibubuhi tandatangan di belakang cheque tersebut.  Penggantian kreditur dapat pula terjadi dengan cara subrogasi yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, menurut Pasal 1401 BW subrogasi karena perjanjian terjadi apabila kreditur dengan menerima pembayaran dari seorang pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya serta hipotik/hak tanggungan yang dimilikinya terhadap debitur dan subrogasi ini dinyatakan secara tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran atau apabila debitur meminjam uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan orang yang meminjami uang tersebut akan menggantikan hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah maka baik perjanjian pinjam uang maupun pelunasan harus dibuat dengan akta otentik.  Subrogasi yang terakhir dapat terjadi tanpa bantuan dari kreditur lama.  Subrogasi karena undang-undang menurut Pasal 1402 BW  dapat terjadi : 

· apabila seseorang yang sedang berpiutang melunasi piutang orang lain mempunyai hak yang lebih tinggi atas hak-hak istimewa atau hipotik/hak tanggungannya.

· Untuk seorang pembeli benda tak bergerak yang telah memakai uang pembelian benda tersebut untuk melunasi utang-utang atau hipotik yang melekat terhadap benda itu.

· Untuk seseorang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain diwajibkan melunasi suatu utang dan berkepentingan untuk melunasi utang itu.

· Untuk seorang ahli waris yang sedang menerima suatu warisan dengan suatu hak istimewa guna mengadakan pencatatan atas harta warisan apabila utang-utang pewaris telah dibayar dengan uang ahli waris itu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas bahwa subrogasi hanya dapat terjadi apabila diperjanjikan atau ditentukan oleh undang-undang seperti tersebut di atas.  Kedudukan seorang debitur dapat berganti dengan cara subrogasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pasal 1233 BW menentukan sumber perikatan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik melalui perjanjian maupun undang-undang, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Prestasi sering juga disebut objek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur.  Berdasarkan Pasal 1234 BW,  prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.  “Sesuatu “ dapat berarti suatu hal dalam bentuk materiil (berwujud) maupun immateriil (tidak berwujud).  Secara umum prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas (Pasal 1335 dan 1337 BW).

3. Harus mungkin dilakukan artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.

Prestasi dalam suatu perikatan wajib dilaksanakan oleh debitur.  Kewajiban debitur tersebut dikenal dengan nama SCHULD, selain itu debitur juga wajib menjamin pemenuhan prestasi itu dengan seluruh harta kekayaannya yang disebut  HAFTUNG.  Pasal 1131 BW menentukan bahwa semua benda kepunyaan debitur baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk semua perikatan yang dibuatnya.  Dengan demikian pada debitur terdapat schuld dan haftaung sedangkan pada kreditur terdapat hak atas prestasi dan hak atas pemenuhan prestasi, dalam perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis ) seperti utang yang terjadi karena perjudian (Pasal 1788 BW), pada debitur hanya terdapat schuld tanpa haftung artinya debitur hanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tapi tidak ada kewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi itu dengan harta kekayaannya, begitu pula dalam pewarisan terbatas, debitur (ahli waris) mempunyai schuld dengan haftung terbatas, artinya  ahli waris hanya wajib membayar utang-utang pewaris sebatas jumlah boedel warisan yang diterimanya sebagai ahli waris.

Perikatan untuk memberikan sesuatu artinya ada kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, hal ini merupakan kewajiban pokok, selain itu terdapat kewajiban tambahan/preparatoir terhadap sesuatu tersebut antara lain kewajiban merawat termasuk mengasuransikan sesuatu itu.  Debitur harus memelihara sesuatu ini sebagai bapak rumah tangga yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 BW.  Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang telah dijelaskan diatas maka Pasal 1236 BW menentukan bahwa debitur harus memberi ganti rugi, biaya dan bunga.    Dengan demikian risiko atas sesuatu itu  berada pada      pihak  debitur   sejak kelalaian    yang  ia  lakukan  terhadap sesuatu tersebut.  Menurut     Pasal 1238 BW, debitur dinyatakan lalai melalui surat peringatan/ somasi/aanmaning atau dengan lewatnya waktu yang ditentukan.  Ada beberapa macam bentuk surat peringatan, antara lain :

1. Surat perintah (bevel) yaitu exploit juru sita merupakan perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur melalui salinan berbentuk surat.

2. Akta sejenis/soortgelijke akte adalah akta otentik sejenis exploit juru sita yang bersifat imperatif/perintah kepada debitur tentang batas waktu pemenuhan prestasi.

3. Isi perjanjian itu sendiri yang disepakati para pihak saat terjadinya lalai misalnya telah lampaunya waktu.

Perikatan-perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu diatur dalam Pasal 1239-1241 BW.  Riil eksekusi yaitu bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.  Riil eksekusi hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.  Dalam hal-hal tertentu dimana riil eksekusi tidak dapat diadakan, undang-undang memberikan perlindungan pada kreditur untuk menuntut ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga.  Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur.  Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.  Ganti kerugian yang dimaksud berupa kerugian material dan immaterial, biasanya kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun ganti kerugian ini dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu, bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan maka dapat dituntut uang paksa/dwangsom walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan.  Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan.  Ada beberapa jenis bunga yaitu :

1. Bunga konvensional adalah bunga yang diperjanjikan oleh pihak-pihak dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1249 BW.

2. Bunga moratoire sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 BW yang menentukan bahwa bunga ini harus dibayar oleh debitur karena terlambat melaksanakan prestasi, besarnya ditentukan oleh  undang-undang yaitu sebesar  6 % pertahun terhitung sejak perkara perdata mengenai hal tersebut terdaftar di Pengadilan, hal ini sesuai L.N. No. 22 tahun 1948.

3. Bunga Kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak melaksanakan atau kurang baik dalam melaksanakan prestasi.

4. Bunga berganda (anatocisme) adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga hutang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur, bunga tersebut dapat dituntut oleh kreditur atau telah diperjanjikan.


Jika undang-undang atau para pihak tidak menentukan ganti rugi menurut kondisi yang terjadi maka ganti rugi tersebut ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar terjadi.  Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur.

Selain riil eksekusi ada juga yang disebut parate eksekusi dimana pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim.

B.  Sumber-Sumber Perikatan

Berdasarkan Pasal 1233 BW, perikatan dapat dilahirkan baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang.  Sumber-sumber perikatan tersebut dapt digambarkan melalui skema di bawah ini :
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Gambar. 1 diatas menunjukkan bahwa perikatan dapat terjadi baik karena undang-undang maupun karena perjanjian.  

Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian

Perikatan yang lahir karena perjanjian merupakan konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak  maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, hal ini selaras dengan Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, artinya dari perjanjian tersebut timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian itu dan isi perjanjian merupakan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam melaksanakan perikatan tersebut.  Perjanjian yang dimaksud dapat berupa perjanjian yang telah ditetapkan dalam BW (perjanjian bernama/benoemde contracten) maupun perjanjian di luar BW (perjanjian tidak bernama/onbenoemde contracten

Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak

2. Kecakapan para pihak

3. Suatu hal tertentu

4.  Suatu sebab yang halal

Kesepakatan para pihak maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam.  Apabila  kesepakatan timbul karena adanya paksaan, kekhilafan atau kekeliruan maka perjanjian dapat dibatalkan artinya perjanjian masih berlaku sampai dibatalkan oleh hakim atas permintaan para pihak, dengan demikian kesepakatan ini merupakan  salah satu syarat subjektif untuk sahnya perjanjian.  Berdasarkan asas konsensualisme perjanjian dianggap ada bersamaan dengan timbulnya kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan, namun kapan kesepakatan itu ada? Untuk memberikan penyelesaian atas hal ini terdapat beberapa teori mengenai kesepakatan yaitu :

1. Uitings theorie (teori saat melahirkan kemauan), menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan dari pihak lain dan kemauan ini dikatakan ada pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.

2. Verzend theorie (teori saat mengirim surat penerimaan), menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si Penawar.

3. Onvangs theorie (teori saat menerima surat penawaran), menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan sampai di alamat si Penawar.

4. Vernemings theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan), menurut teori ini perjanjian baru terjadi apabila si Penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan.

Kecakapan para pihak merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang sah.  Seseorang dikatakan cakap hukum (rechtsbekwaamheid) apabila telah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.  Dewasa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah telah berusia 18 tahun atau telah menikah.  Sehat akal pikiran artinya tidak cacad mental, bukan pemboros dan tidak berada di bawah pengampuan sesuai Pasal 1330 jo 433 BW.  Apabila syarat kecakapan yang juga merupakan syarat subjektif ini tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan  sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.  Seseorang yang cakap hukum (rechtsbekwaamheid) belum tentu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbevoegheid), dengan demikian rechtsbekwaamheid merupakan syarat umum dalam melakukan perbuatan hukum sedangkan rechtsbevoegheid merupakan syarat khususnya.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian yaitu barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 BW.  Menurut Pasal 1333 BW, barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu atau setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.  Pasal 1334 ayat (1) BW  menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian, sedangkan dalam Pasal 1334 ayat (2) BW disebutkan bahwa barang-barang yang akan masuk hak warisan seseorang dari seorang lain sebagai pewaris tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian karena dianggap melanggar kesusilaan kecuali apabila sebelumnya barang tersebut telah dihibahkan oleh calon pewaris kepada calon ahli warisnya.  Perjanjian yang objeknya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sebagai syarat objektif untuk sahnya perjanjian maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif lain untuk sahnya perjanjian.  Berdasarkan Pasal 1335 BW suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.  Ada beberapa penjelasan terhadap kata “sebab” tersebut antara lain :

1. Perkataan “sebab” sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian merupakan sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian sebab dalam ilmu pengetahuan lainnya.

2. Perkataan “sebab” ini juga bukan motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah masalah bathin yang tidak dipedulikan oleh hukum.

3. Perkataan “sebab” secara harfiah berasal dari kata “oorzaak” (bahasa Belanda) atau “causa” (bahasa latin), maksudnya adalah tujuan yaitu apa yang dimaksudkan oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian dengan kata lain “sebab” adalah isi perjanjian itu sendiri.

4. Kemungkinan perjanjian tanpa sebab seperti disebutkan dalam Pasal 1335 BW merupakan kemungkinan yang tidak akan terjadi karena perjanjian adalah isi dan bukan tempat yang harus diisi.

Pasal 1336 BW menyebutkan bahwa sebab adalah kejadian yang menyebabkan adanya utang dengan kata lain surat pengakuan utang sebagai cautio discreta.  Kesimpulan yang dapat diambil bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Selain syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah dijelaskan diatas, kita juga harus mengetahui unsur-unsur perjanjian menurut ilmu hukum perdata yaitu :

1. Unsur essentialia, yaitu unsur-unsur pokok yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, seperti identitas para pihak, kesepakatan dalam perjanjian.

2. Unsur naturalia, yaitu unsur-unsur yang dianggap telah ada dalam perjanjian sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dalam perjanjian, tidak ada cacad tersembunyi dalam objek perjanjian.

3. Unsur accedentialia, yaitu unsur-unsur yang ditambahkan ke dalam perjanjian oleh para pihak, seperti klausul “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”

Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia mengenal beberapa asas dalam perjanjian yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak, yaitu asas sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) BW  bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan undang-undang,ketertiban umum dan kesusilaan.  Hal ini menggambarkan sfat keterbukaan dari Buku III BW.

2. Asas konsensualisme, yaitu menganggap bahwa perjanjian telah ada sejenak setelah ada kata sepakat dari para pihak.
3. Asas kepercayaan, antara para pihak untuk saling mengikatkan diri masing-masing dalam melaksanakan perjanjian.
4. Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak tidak hanya terikat pada isi perjanjian tetapi juga terhadap asas moral, kepatutan dan kebiasaan.
5. Asas persamaan hukum, artinya kedua pihak sama kedudukannya di depan hukum sehingga harus saling menghormati satu sama lain.
6. Asas keseimbangan, maksudnya bahwa para pihak wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan itikad baik .
7. Asas kepastian hukum,  hal ini dapat terlihat dari ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
8. Asas Moral, maksudnya dalam melaksanakan perjanjian ada motivasi berdasarkan moral sebagai panggilan hati nuraninya.
9. Asas kepatutan, yang dituangkan dalam Pasal 1339 BW bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan kesusilaan.
10. Asas kebiasaan, diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 BW, maksudnya bahwa suatu perjanjian tidak hanya menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga menyangkut kebiasaan yang lazim diikuti.
Ilmu hukum perdata mengatur tentang berbagai jenis perjanjian secara umum antara lain :

1. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak seperti perjanjian jual beli.

2. Perjanjian cuma-Cuma, yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Seperti hibah.

3. Perjanjian atas beban,  yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi  dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu terdapat hubungan menurut hukum.

4. Perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang nama dan ketentuannya diatur oleh Buku III BW khususnya Bab V-VIII.

5. Perjanjian Tak Bernama, yaitu perjanjian yang nama dan ketentuannya tidak diatur dalam BW tapi dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang dimaksud sebagai perwujudan asas kebebasan berkontrak.

6. Perjanjian kebendaan, yaitu perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu kepada orang lain.

7. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain.

8. Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang dianggap telah ada sejak  timbulnya kata sepakat antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) BW.

9. Perjanjian riil, yaitu perjanjian yang dianggap ada setelah ada perbuatan riil dari para pihak seperti perjanjian penitipan barang.

10. Perjanjian yang bersifat istimewa, terdiri dari perjanjian liberatoir yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada seperti pembebasan utang, perjanjian pembuktian yaitu perjanjian para pihak menentukan jenis/cara pembuktian yang berlaku diantara mereka, perjanjian untung-untungan seperti perjanjian asuransi dan perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik seperti perjanjian ikatan dinas.
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